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NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

F,ETUNJUI( PELAKI}ANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT
I'ENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DI KAI3UPATEN KATINGAN

BI.JPATI KATINGAN

Menintbang : a.

lUlengingat : 1.

bahwa dirlam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dirasa penting dilakukan
penataarr dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol, serta pembinaan

dan p,enlgawasan tlagi pelaku usaha, maka dipandang perrlu menelsplel
ketentuart yang mengatur lzin Tempat Penjualan Minurnan Beralhoholl;

sebagian Oiitur datam pasal 50 dan Peraturan Daerah Nomon 16 Tahun 2011

tentang Ftetribusi Perrizinan Tertentu.

Bahwar untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negarii l{epublik tndonesia Tahun 1992 Nornor 100, Tamhrahan Lembaran

Negara hlomor 3a9$);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan .Kabupaten
Kating-n, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabufaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya

dan kab,upaten Bilrito Timur di Provinsi Flalimantan Terrgah (Lembaran

Negara lRepublik lrrdonesia Tahun 2002 Nomor 't8, Tambrahan Lembaran

Negara Ftepublik ln<Jonesia Nomor a180);

Undang-Undang t'lomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan leqara
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahurn 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembarran Negara Ftepublik lndonesia Nomor 4286);

Undang-lJndang Nomor 1 Tahun 2004 terrtang Perbendah{aT \egara
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomclr 5, Tambahan
Lemberran Negara Ftepublik lndonesia Nomor r1355);

Undang-t.Jn63ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Neglra Republik lndonesia Tahum 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembarran Negara Republik tndonesia Nonnor 437) sebagaimana !e-l?!
beberap:t kali d-iubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentaqg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nom9l 32 Tahun 200'4

tentanf l)emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Ncmor 59, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

48/4).;

Undang-Undang N,clmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangant

antara-Pr:merinlah l:rLrssl dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonersiil Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran l{egara Republik

lndonersia Nomor 42t38);

4.

6.



Undang-Undang Nclmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
-dan 

Retribusii

Daerali (Lembaran Negara Republik lnolonesia Tahun 2009 Nomor

130,Tambahan Lenrbaran negara Republik lndonesia Nomor 1i049);

Undang-lJndang Nom or 12 Tahun 2011 terttang Pembentukan Peraturan

Perunti-ang-Undlngan (Lembaran Negara Republik lndonersia Tahun 2011

Nomor 8:1, Tambahiiln Lembaran negara Repulolik lndonesia Nomor 5234\;

peraturarr Pemerintah Nomor 66 Tahun 2l)01 tentang Fletribusi Daeralr
(Lembaran Negara Ftepublik lndonesia Tahun l?001 Nomor 1 19;

Peraturatt Pemerintah Nomor 58 Tahun 20015 tentang Pengelola Keuapgan
Daeralr ,[Lembaran Negara Republik lndontlsia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambarhern Lembararn Negara Republik lndone$ia Nomor 4578);

Peraturarr Pemerintiah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah lhbupaten/l(ota (Lembaran Negara Ftepublik lndonersia Tahun 2007
Nomor 8ll, Tambahiln Lembaran Negara Republik lndonesia fllomor 4737'l;

Peraturart Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembergiirn Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan?emerin^talt
Kabup,atern Katinganr ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

peraturarr Daerah llomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan fi-embaga Teknis

Daerah lhbupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2008 lrlornor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun :1011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan

Perenc;arraan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Katingran (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturart Daerah Kabupaten Katingan Nornor 16 Tahun 2011 tentang

Retribusil)erizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lermbaran Daerah

Kabupiaten KatingarrTahun 2011 Nomor 16);

Peraturart Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 1S/M-Dag/

Per/3/11006 tentang Pengawasan atas Peredaran Minuman Beralkohol;

MEiiUTUSKAN:

ttienetapkan : PEIMTUR/\N BUPAT! KATINGAN TENTANG PETUNJUK-!]F|1I9.$1{{I. 
RETHBUSI IZIN TEIIPAT PENJUALAN MINUMAN BEFIALKOHOLI DI

KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UIIUU I

Paeat 1

Dalam Peretutran Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah gtonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyalakat
hukum yilng mempunyai batas-batas wilayah tertentu benrenang. mengatur

dan m,entJuius urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut 
-prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam siBtenr

Negarer Kesatuan Rrepublik !ndonesia;

2. pemerintrrh Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai qnsur

penyelenl;gara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;

3. BuPatiadalah BuPati Katingan;

4. DpRD adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; 
i

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas
Perindrrstrian Perdagangan, Koperasi dan UMttLM Kabupaten Katingan; 

I

6. Kantor Pglayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor yang melaksanakan lugas ,t
dalam hial Pelayanan Pemberian Perizinan secara TerprEdu KabuRaten{
Katingan;

7.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

I

I



7. Wilayah lrukum adalah wilayah hukum Kabupaten Katingan;

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Katingan;

g. peraturarr Daerah yang disingkat Perda adalah Peraturan Deterah Kabupaten

Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retrlbusi Perizinan Tertentu Daeralr

Kabulaten Katingarr (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 201'l
Nomor 1ti);

10. pejabart radalah pegawai yang diberi tugas tertentu di biclang perpajakan

daerah alau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang b,erlaku;

11. pemunrgurtan adalalr suatu rangkaian kegiatan nrulai dari ntenghimpun dan

penagilhan retribusi kepada wajib retribusi sertal pengawasan penyetorannya;

12. Minumian beralkohol adalah minuman yang mengandung 'ethanol ya4g di

proses d4ri bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara

iermentar;i dan dest,ilasi atau fermentasi tanpra destilasi, baik dengan cara

membelrilr:an perlakuan terlebih dahulu atau ticlak, menambahkan baha4 lain

atau tidak, maupun yang di proses dengan cara men€mpur konsentrat

dengan ,sihanol' atau dengan cara pengenaeran minuman mengandung

ethanol;

13. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar

ethanoll (C2H5OH) t % lsatu persen) sampaidr:rngan 5 % (lima persen);

14. produsen adalah F,erusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol di

Dalam Nergeri;

15. perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha

minumian beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau

badan lhukum yang trerkedudukan di lndonesia;;

16. Distributor minuman beralkohol adalah perusaltaan yang diturrjuk oleh importir

minumian beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan

minumian beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;

17. Sub Dristributor adialah perusahaan yang clitunjuk oleh <listributor untuk

meyalurkitn minuman beralkohol diwilayah tertetntu;

18. Penge<pr adalah omng pribadi atau badan hukum yang menjual secara

eceran mtrnuman beralkohol khusus dalam kemasan;

19. Penjual t.angsung ildalah orang pribadi atau badan hukurn yang menjual

secira eceran minurnan beralkohol untuk diminum ditemPat;

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
peiaturarr Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusii;

21. Masa rettribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

wajib netribusi untuk memanfaatkan pembarrian izin penjualan minuman

beralkohc,l dari pemerintah daerah;

22. Pengrajin adalah crrang atau kelompok orang yang melakukan .kegiatan
p"r-br,itr,n minumatn tradisional /baram, yang mana dari. hasil kerajinan

iersebut rnenghasilkian jenis minuman yang mengandung alkohol;

23. Surat l(eletapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkart d9ng.a1 SKR[)

adalah Sr.rrai Keteterpan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokol<

retribusii Y ang terutang;

24. Surat 'l-a1lihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sTRD, adalah

surat untrrk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adnninistrasi berupa

bunga dan/atau denda;

25. Surat Sietoran Retrib,usi Daerah, yang selanjutrrya disingkat S$RD,adalah buKi

pembayaran atau penyetoran retribusi yilng telah .dilakukan {engan
menggunakan formulir aiau telah dilakukan drengan cara lain ke kas Daeralt

metituitempat pemtlayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
7
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dimaksiucl untuk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ataskegiatan pemanfaartan 
-ruang, penggunaan sumber oayir- ;;;;;r*;prasarianir, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi (epentingan umrri

dan menjaga kelestarian lingkungan;

27- Hotel, Rerstoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana
dalam Pe,raturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang p"ri*r-"ia;

28. Tempart lPelayanan Kesehatan adalah sarana kesehatan tr:rmasuk Rumah
sakit, llumah Bersalin, puskesmas, Balai Kesehatan dan praktex oorter;-

29. Sekolah adalah sarSna kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Tgmagr
Kanak-Kanak sampiai dengan Perguruan Tinggi termaluf lernbaga fenoiiifanr
swastar;

30. Cafe/B;an'Karaoke adalah CafelBarlKaraoke yang merupakan bagian fagil1as
dari hotel dan restoran maupun yang berdirisendiri;

31. Pemeriksraan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumputkan,
mengelolra data dan / atau keterangan tainnya untuk menguji-kepatuhanr
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan urntriX tujuan lainr
dalam rangka melaksanakan ketentuan preraturan perunrdang-undangarn
perpajakan daerah clan retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Derngan nama Petunjuk Petaksana Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman
Berclkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin rirntuk
melakukan penjualan darn izin penyaluran / penc{istribusian minruman beralkohol
oleh dan sub rlistributor <li Wilayah Hukum Kabupatron Katingan.

Pasal 3

Obyek Retribttsi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan penjualan minuman
betalkohol kerpada orang/pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman,
bahaya, kerrqlian dan atau gangguan, tersebut pengawasan dan pengenr{alian
kegiatan usaha secara terus menerus.

OQiek Retribusi dimaksud meliputi :

1. Penjual / perngecer

2. Sub distribtfor.

Pasal 4

Sulryek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat
pertjualan lianlJsung dan penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol sqtelatr
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan / ditetapkan. l

BAB III

IZIN TEiII'AT PENJI.IALAN DAN WAKTU BET,ILAKUNYA 
i

Pasal 5

Selliap oronig pribadi atau badan hukum yang metak:ukan penjualan/ pengecer dan
menyalurkarn/ mendistribusikan minuman beralkohol diwilayah hukum Kabupaten
Kaltingan wajill memiliki illn dari Bupati.

Paeal 6

(1) lzin benlaiku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sgsuai
ketentuarr dan Peraturan yang berlaku.

(2) lzin selral;aimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal iniadalah :

a. lzin ternpat penjualan minuman.

b. lzin tempat penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol
Distnibrutor.

untu! sub [*



(3) Selain dari lzin dimaksud sebagaimana ayat (2) diatur- lzin terhadap

perorangiln yang nlelakukan usaha pembuartan Minuman Tradisional, dan

irenjuatJn Minuman Tradisional untuk kegiatarn yang bersifat khusus seperti
Pesta l\di* dan atau Acara Ritual Keagamaan lainnya'

(4) Tempat lrenjualan harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan

memenuiri ketentuan persyaratan sebagaimanar diatur dalam peraturan ini,

BAB IV

PHN GGOLON$AN MINUiiAN BERALKOHOL

Pasal 7

(1) Jenis l[rlirruman benalkohol yang diperbolehkan beredar dliwilayah hUkum

Kabuparten Katingarr adalah golongan A yakni rninuman beralkohol depgan

kadar erthirnol (C2H5;OH) 1-5 o/o.

(2) Jenis nrinuman beralkohol golongan B dan golongan C dengan kadar alkohol
(C2HSOH) diatas 5ol, dilarang untuk dijualdan diedarkan.

(3) Jenis rnirruman tradisional / baram yang dibuat untuk keperluan Adat dan

keperluan ritual / buclaYa.

BAB V

KETEN UAN DAiI TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEiIPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

(1) Guna proses pengurusan perizinan Bupati membentuk tim, yang melibatkan

instans[t€,rkait sebagaiTim Teknis yang terdiri dari :

2. Dinars Perindustdan, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Katingitn.

3. Dina,s l(esehatan Kabupaten Katingan.

4. Badan Kesatuan t3angsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Pol FP'

5. Kepolisrian Resort Kabupaten Katingan.

6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan'

(2) Tim Tekniis melaksanakan Tugas untuk meneliti, memeriksa, mengidentifikasi
persyamtiln-persyaratan baik iecara administratif maupun teknis sebelum izin

diberikem.

(3) Tim Trekrtis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusart BuPati.

BAB Vt

LAR/INGAN, KIEWAJIBAI{, PENGAWASAN DAN PIENGENDALIAN

MINUITIIAN BERALKOHOL

Pasal 9

(1) Setiap orang pribadi atau badan hurkum dilarang menyalurkan/
mendlstl'ibusiklan, rnengecer/ menjual minuntan beralkohol dalam daerah

Kabupaten Katingan Tanpa izin Bupati;

(Z) pengelcerrl penjual clilarang menjual minuman beralkohol terhadap anak yang

berusiia rJibawah 21 tahun;

(3) Minunrarr beralkohol yang masuk dan diedarkan dalam daerah Kabupaten
Katingarr harus mel6lui sub distributor yang ditujukan oleh Bupati;

(4) Sub rlistributor dilerrang menyalurkan minuman beralkohol secara bebas

kepadla masyarakort umum kecuali untuk pengecer / penjual langpung

diminum dit6mpat yang telah memperolehkan izin tempat penjtlalan

minunrart beralkohol dari BuPati;



l

I(5) Pengreo>r/ Penjual dilarang menjual minuman

keluar atau diminurn ditempat lain;
beralkohol untuk dibawa

(6) Ditararngt menjual tlan atau mengecer minuman beralkohol diwarung / kios

minurnin, gelanggang olah raga, gelanggary; remaja., kantin, rumah bilyard,

cafe, gglanggang permainan ketangkasan, panti pijat, terminal, kios-kios

kecil, penginapan <lan bumi perkemahan;

(7) Dilararngt mengec$r / menjual minuman beralkohol berdekatan deingan
' temp6t- ibadah-, setkolah, t6mpat pelayanalr kesehatan, dan pemukiman

dengan jarak palingy sedikit 500 meter kecuali lokasi tertentur yang mendapat

izin diari Bupati;

(8) Dilararngr menyalurkan / mendistribusikan, Inengecer / menjual langsung

minurnin beialkolrol tanpa merk daganrg yang mencantumkan izin

Kemerntr:rian Kesel^ratan Republik lndonesia;

(g) Sub Distributor rininuman beralkohol yang mendapat izin Penyaluran/

Pendistribusian d;ari Bupati, dilarang untuk mengedar / menyalurkan

minurnan beralkohr:rl keluar dariwilayah hukum Kabupaten Katingan;

(10) Setiap liub distributtor, penjual / pengecer.ruajib memelihara dan menjaga

ketertib:tn, keamanan serta batas waktu penjualan;

(11) Untuk pengawasan / pengendalian dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan

Keputusan BuPati.

Pasal 10

(1) pengraalr wajib mengambil barang dari Sub Distributor yarng ditunjuk dan

mendapat izin pen<listribusian di Kabupaten Katingan;

(2) pengrao:r wajib nrenyediakan bangunan atau tempat yang Representatlf

sebagai sarana minum ditemPat;

(3) Jumlerh Kuota untuk sub distributor ditetapkan sebanyak 3tt.000 _(tiga 
puluh

lima ilbu) Dos/ Talrun sesuai dengan kuota lyang diberikan oleh Pemerintah

Daererh Provinsi;

(4) Sub dir;tributor wajib menyampaikan laporan pendistrib,usian minuman

beralkotrol yang mrasuk dan diedarkan dalarn wilayah Kabulpaten Katingan

melalrui ,Cistiibu[or kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Kopems'i dengan nrelampirkan DeliveriOrder (DO) faktur penrbelian.

Pasal 11

Setiap peng;e(Er / penjuarl berkewajiban untuk:

a. lMemastikan penjr.aalan minuman beralkoholdiberikan kepada orang dewasa.

b. lMematulrijam penjualan minuman beralkohol sebagai berikut:

- Siang Hari pukul 14'00 - 17.30 Wib.

- Malarn l{ari pulcul 18.30 - 22.00 Wib.

c. lMenempellran izin ditempat yang mudah dilihat Qleh umum.

d. lMenemprell<an peringatan bahwa setiap orang yang menrinum minuman

beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk'

e. iMeminta Santuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dalann- 
mengamarrkan keributan yang terjadi ditemp,6f penjualan lrila tidak dapat

,dicegah sendiri'

BAB VII

TATA $ARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

(1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang$ mengajukan izin sebagairnana

dimai<sud pisal 6 ayat (2) huruf a dan b Perattlran ini, harus mengajukan

permoholran tertuliru kepada Bupati Katingan melalui kerntor Pelayanant

irerijinan Terpadu (tP2T) Kabupaten Katingan, dengan menggunakan formullr

sebagari trerikut:



a. peng6juan pernrohorlan izin penjualan/ pengecer minuman beralkohol,

melngqgunakan model MB-1.

b. peng4juan pernrohonan izin penjualan rninuman beralkohol untuk sub

distributor menggunakan model MB-z.

(2) permohorran sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dinilai, ditelitidan diperiksa

oleh Tirn'[eknis.

(3) Dalam hirl permohonan dapat diterima maka pemohon wajib melengkapi

persyarat an serta ketentua n-ketentuan lain nya.

Pasal 13

(1) persyaratan untuk rnemperoleh izin sebagairnana dimaksud pasal 6 ayat (4)

Peraturcrr ini adalah sebagai berikut :

a. tzin penjualan Mtinuman beralkohol untuk penjual/ Pengecer :.

1. troto Copy lffP Pemilik / Penanggungjawab

2. F;oto CoPY S}ITU / HO

3. Fioto Copy /\kte Perusahaan (bagi penrsahaan berbadlan hukum)

4. l'anda Daftar Perusahaan

5. Siurat lzin Usaha Perdagangan

6. Etukti Setor l-unas Retribusi

7. Fioto Copy lz:in Iama bagi perpanjangan

8. Flekomendasidari Kapolres Katingan

L Flekomendarsi dari Kepala Badan Kesbanglinmas dan Pol PP

flabuPaten [Gtingan

10. Ftekomendarsi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

11" Etangunan :rtau tempat yang memiliki fasilitas representatif guna

nrinum diternPat.

b. lzin penyaluran untuk sub Distributor minuman beralkohol :

1. Fioto Copy lffP Pemilik / Penanggungjawab

2. F:oto CoPY SIITU / HO

3. F:oto Copy l\kte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)

4. I'anda Daftar Perusahaan

5. [iurat lzin Usaha Perdagangan

6. Elukti Setor l-unas Retribusi

7. l'anda Daftar Gudang
g. Siurat penurrjukan dari produsen atau importir minuman beralkohol

sebagai distributor

9. F:oto Copy h:in lama bagi perpanjangan

10. Daftar minurnan beralkohol

11. Ftekomendasi dari Kapolres Katingan

12. Ftekomendarsi dari Kepala Badan Kesbanglinmas dan Pol PP

l<labuPaten Katingan

13. Flekomendsrsi dari Kepala Dinas Keselratan Kabupaten Katingan

(2) Bangunalr atau tenrpat yang memiliki fasilitas representatif dimaksud pada

ayat (1) angka 11 adlalah :

1. Bangunan terbuat dari Beton atau bangunan lain yang memiliki tingkat

kekedaPan suara hingga 70 db.

2. Mernilikitingkat penerangan yang Baik'

3. Merniliki sarana meja dan kursi yang baik sebagai tenrpat duduk pana

pelanllgan yang cukup banyak disesuaikan dengan luas ruangan.

4. Tersedianya ruang isolasi yang cukurl aman untuk menempatkan

pel6nlpan Vrng tiOuk berat yang membahayakan keselamatan orang lain

mauprun dirinya.

I



S. Menyediakan halaman parkir yang cukup untuk keamanan kendaraan para

Pelanggan.

6. Menyediakan tenaga keamanan yang terlatih untuk mengatur ketertiban/

kearnanan Para tamu, Pelanggan'

7. Model bangunan iagar memenuhi bentuk atau disesuaikan dengan pola tata

ruang r;ebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini'

Pasal 14

Selarmbat-lambratnyo 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan

p"ri,iin"n sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan ini, Bupati Katingan melalui

k.ntor pelayarian Perizinan Terpadu (KP2T) Kaburrpaten Katingan mengeluarkan

izin dengan rrrenggunakan formulir model MB4 sebagaimana terrcantum dalam

keputusan ini.

Pasal 15

(1) perubahan atas data, nama perusahaan/usaha dan atau alamat tempat usaha, ' lcepemililcarr dan lain-lain, wajib mengaiukan permohonan perubahan__izin

ii6;d; Bupati Katingan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Kl2T)

i<aUupaten'Katinganl dengan menggunakan formulir model MB-3 dan MB4
sebagairnana tercantutm dalam keputusan ini;

(2) .lika perneglang izin meninggal dunia, maka izin rJapat diteruskan oleh ahlilwaris

ini untuk perling larna 3t (tiga) bulan;

(3) lsebelum jerngka waktu tersebut pada ayat (2) berakhir, maka ahli waris dan
'-' 1i"r"g"ni irin pertama wajib melapor sekaligus memperberharui. izin. atas

iramaiyu].lengan melampirkin surat keterangart atau akta meninggal dunia.

BAB VIII

IIZIN KHIUS US MI T.I U iilAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 16

(1) lperizinan untuk memhuat minuman beralkoholtradisional/ baram di kategorikan

rsebagai lzirr khususi

(2) lMinuman beralkohol tradisional/ baram hanya, boleh dibuat oleh Pengrajin

yang telerh memiliki izin khusus dari Bupati;

(3) llzin pernbuatan minuman beralkohol tradisionaU baram diberikan untuk
' ' pengialin yang menrbuat minuman beralkohol tradisional untuk keperluan

ipe.il ictat, aCara ritural dan acaru adat istiadrat lainnya yang diizinkan oleh

lPemerintatt;

(4) l[rlinuman treratkohol lradisional/ baram dilarang dibuat untuk disediakan/ dijual

secara b,ebas.

BAB IX

PRINSIF IPENETAPThN BESARNYA TARIF REirruBUSl

Pasal 17

(1) iPrinsip p(snetapan besarnya .tarif retribusii berdasarkan pada tujuan
' ' pengawasitn dan pen6lendalian minuman beralkohol;

(2) Struktur tarif digolonllkan berdasarkan jenis termpat penjualarr dan golongan

minuman b,eralkohol;

(3) Struktur dern besarnya tarif retribusi berdasarkarn objek retribusi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 adalah :

e.lzintenrpatpenjuarlan/pengecerminumanbalra]kohol

Rp. '10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun'

b. lzin tenrpat Sub Distributor minuman beralkohol 
lt

Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Fer tahun' 2[-,



Pasal t8

Besar Tarif retribusi untuk perpanjangan lzin Sub distributor ditetapkan sebesar

Rp. 30.000.000,- (Tiga purluh juta rupiah) per tahun'

BAB X

TATA CIARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1 ) lPemungutetn Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) lRetribusil rlipungut dengan menggunakan sKItD atau dokumen lain yang

rCipersantaltan.

BAB XI
.]TATA CARA I'EMBAYARAN RETRIBUT3I

Pasal 20

Pentbayaran Fetribusi dibrayar sekaligus sebelum izin dikeluarkan.

Pasal 21

(1) pembayar€rn Retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 19 diberikan tanda

lrukti pernbayeran;

(2) l3etiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) l3entuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan

berdasa*an ketentuan yang berlaku;

(4) l.lasil pelmungutan Fietribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai' ' pedoman l?ti Adminlstrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB XII

TA]IA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) SKRD sel)agaimana yang dimaksud pada pasal 18 Peraturan Bupati ini

dicatat claliam buku;

(2) SKRD untuk masing-masing wajib retribusidicalat sesuai NPWFD;

(3) Arsip Dokumen yaryI telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas menurut

ketentuan Yang berlaku.

Pasal 23

(1) Besarnya lrcnetapan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;

(2) Buku jeniri retribusi dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan

tunggakan retribusi.

(3) Berdasarkran daftar prenerimaan sebagaimana riimaksud pada ayat (2) dibuat

laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi'

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

(1) Orang prribradi atau badan sebagai subjek retribusi yang melanggal ketentuan' ' r;eUataimana di atur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi pidana

sebalairnaina di atun oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-

lJndangern Yang berlaltu;

(2) l3elain sanksi pidana sebagaimana ayat (1) subiek retribusi dapat pull^{ !
lcenakan sgnksiadministrasi berupa denda maupun sanksi berupa pencabutan 0_
lzin.



BAB XIV

KETIENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlaku dan diten;apkanya peraturan ini, mriaka peraturan tsupati Katingan

Nomor 24 Talrun 2009 tentang Petunjuk Pelaksianaan Retribusi lzin Tempat

Penjuqlqn Minuman Beralk,ohol, dicabut dan dinyatak.an tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Penrturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diurrdangkan.

Agar setia;r rlrong mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati iniderngran penemp'atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kas_ongarr
Pada tanggal tr 3*r^ e'o\2,

afim fhrNGAN

'lq*'"qr
DUWEL RAWING

BE--RITA DAERAH 1GBUPATEN KATII\IGAN TAHUN 2012 NOMOR : ?t

Diundangkan di Kasongart
Pada tanggal l-1. !p-ci, a'ot>



LAMPIRAN
KEPUTUSiAN BUPATI KATINGAI{

TENTANGPETuNJ|ur.iFrr.exsiaNnar.tcennruneNDAERAHKAE}UPATEN-- - 
KATINGI\N NOttloR : ll TAHUI{ aotr

TENTANG RiETRlBlJsi zru reupai iiN.lUnLAN MINUMAN BERALKoHOL

Nomor :

Tranggal :

X. Formulir Modell MB-1

2. Formulir Model MB-2

3. Formulir Modtll MB-3

tl. Formulir Model MB4

5. Formulir Model MB-s

PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BEMLKOHOI.

PERMoHoNANIZINTEIMPATSUBDISTRIBUToFI
MINUMAN BEMLKOHOI.

IZ:IN TEMPAT PENJUAISN MINUMAN

BI:RALKOHOL

IZIN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

LAPOMN REALlsAsil PENGADAAN , P lf
Fr:r.rinr-u nntl na iNu MAI'I BERALKoHoL oLEH su EI

DISTRIBUTOR

BUPA,'TI KATINGAN,

\.",,*>
DUYVEL RAWNG



LAMPIRAN
X:EPUTUSI\N BUPATI KATINGAN

TENTANG PEITUNJU K PELAKS/\NAAN PERATU RAN DAERAH KABUPATEN
l(ATlNGAhl NOMOR: TAHUN

TENTANG RE:TRIBUSI IZIN TEMIDAT PENJUALAN MINI,"IMAN BERALKOHOL

Nomor :

Tanggal :

1. Formulir Model MB-1

2. Formulir Model MB-2

3. Formulir Model MB-3

4. Formulir Model MB4

5. Formulir Model MB-s

PEFTMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUAI.AN
MII\UMAN BEMLKOHOL

PERMOHONAN IZIN TENIPAT SUB DISTRIBUTOR
Mll,lUMAN BERALKOHOL

lzlhl TEMPAT PE:NJUAIAN MINUMAN
BEMLKOHOL

IZII{ SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

LAPORAN REALISASI PENGAD/\AN DAN

PEINYALUMN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SUB

DI$TRIBUTOR

BUPATI KATINGAN,

l**,-
DUWtr:L RAWING



Formulir M,odel MB-1

KOP PERUSAHAAN

Kepada:

Yth. Bapak BuPati Katingan
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadlu (KP2T) KabuPaten
Katingiln
di-

Ka,songan

PERMOHONA,N IZIN TEIMPAT UTIiAHA PENJUALAN MINI]UMAN BERALKOHOL

lNomor:....'.........'.........,......T'ranggal:.........................-
ll. Maksud Permoho'nan izirr*)' :

LMemperoleh ITpMB tsarru diminurn ditempaUtidak diminunn ditempat *)

a). Golongan A;

" 2. Memperoleh ITPMB lPerpanjangan

a). Golongan A;

lll. ldentitas Perusahraan/Usaha

1. Nama Perusethaan/Usaha

2. Bentuk Perus,ahaan : Persero Terbatas :

(PT) Badan Llsaha Mlililr Negara (BUMN)

Koperasi, CV, Perusahiaan Perorangan

3. a, Alamat Perusahaan

Jalan/lorong dan Dlotnor RT dern RW :

Kelurahan/Desa

Kabupatert

Propinsi

b. Lokasi Perusahaarn (bila perusahaan berada :

diPusatPrertokoan/lrcrbelanjaan/perkantoran,

I iehskan lantaidan rr'rangan)

c. Nomor telePon ltax lhandPhone

tJ. Status TemPat Usaha

4. f,lomor Pokok Wajib Paflak (NPWP)

: (ld ilik send iri/sewa/kontraUcara

lain)

I I l. ldentitas PemiliUDirektur U tama/Penangg ungiawab

Perusahaan/usaha

1. Nama LengkarP

2. TemPat, tanggal Iahir

3. Alamat rumah, tanggal llahir

4. Nomor teleponlfax/harn<lphone

' 5. $uami/isteri*)

a. Nama

b. Kewarganegaraan



lV. Jenis/Merk Minuman Berialkohol yang dijual

No. Jenirs/Merk Kadar
Al}kohol

Kemasan
(botoUkaleng)

lsi Kemasan
(ml)

Keterangan

1 2 3 4 5 6

Bersama ini kamisampaikan untuk persyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Foto CopJ KIP Pem,ilil/Penanggrungiawab usaha/perusalhaan

I 2. Foto CoPY SITU

3. Tanda Dafiar Perusahetan (TDP)

4. Surat tzin Usaha Perdergangan ({!ilUP)

5. Buktisetor Lunas Retribusi

6. Asti lzin lamarbagi perpranjangan izin

7. Rekomendasiidari Krapolres Kasongan untuk permohonan izin baru, perubahan nama

pemilik dan prindah lokasi/alamat usaha'

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila

dikemudian hari ternyata kraterangan-kr*terangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut

lzin Tempat Penjuallan Minuniran Beralkohol'

I

I

Kasongan,

Pem il iUPerrrangg ungjawab
Usaha/Perusahaan



Formulir Model ME-2

KOP, PERUSAHAAN

Kepada Yth :

Bapak Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan, Koperasi dan UMKllrl
Kab. Katingan
Di-

Kasongan

PER]IIIOHONAhI [UtN SUB DISTRIBUTOR MINUMA,N BERALKOI{OL

l. Maksud permohonan izin *) :

1. Memperoleh lzin Tempat Sub Distributor *)

a). Golongan A;

ll. ldentitas PerusahaanlUsahra

1. Nama Perusahaan/Llsaha

2. Bentuk Perusahaan : F)ersero Te,rbatas

(PT) Badan l,Jsaha lvlililk Negara (BUMN)

Koperasi, CV', Perusiahaan Perorangan

3. a. Alamat Perusahaan

Jalan/lorong dan lrlomor RT darn RW

KelurahanlDesa

KabuPaten

Propinsi

b. Lokasi Perusahaan (.bila perusiahaan berada

d i Pusat Pertokoa n/perbe la njara n/perkantoran,

jelaskan larntai dan ruangan)

c. Nomor telePon I lax I handPhone

d. Status TennPat Usaha

4. Nomor Pokok Wajib Perjak (NPWP)

: (Milik send iri/sewa/kontraUcara

larin)

I I l. ldentitas Pemilik/Direktur UltamalPenanggungjawab

Perusahaan/usaha

1. Nama LengkaP

2. Tempat, tanggal lahir

3. Alamat rumah, tanggal lahir

4. Nomor telePonlfax/handPhone

5. Suamilisteri ")

a. Nama

b. Kewarganegaraan

I



lv,. JenislMerk Minuman Bieralkohol yarrrg distribusikan

Jenis/tletk
Minumart

Beralkohtll

Bersama ini kamisiampaikan untuk peniyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

l.FotoCopyKTPPenrilil</Penanggungjawabusaha/perusahaan

2. Foto CoPY SITU

3. Tanda Dafia;r Perusahiaan (TDP)

4. Surat lzin Usraha Perdiryangan (SIUP)

5. Bukti Setor L.unas Refiibusi

6. Asli tzin tama bagi pe4lanjangan izin

7. Surat Penuqiuk dari produsen atau importir Minuman Bemlkoholsebagaidistributor

8. Foto Copy izin lama bagi perpanjangan

g.Daftarminunnanberallloholyangdidistribusikan

10'FotoCopysuratpe4iarrjiankerjarsamadenganDistributor(untuksubdiEtributor)

Demikian surat p,ermohonan ini telah dibuat dengan sehr'enar-benarnya dan apabila

dikemudian hari ternyata keterangan-knlterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut

lzin Tempat Penjuarlan Minuntan Beralk'ohol'

Kasonganr ..........-....

PemitiUPe nanggungjawab
Usaha/Perusahaan

Produsen
1. PT. .....
2. Dst.....

lmnortir
1. PT.......
2. Dst.....

Distributor
'1. PT. ......
?. Dst. .....



Formulir Model ME)-S

BUPIIIITI KATINGAN

IZIN TEIUEIAT PENJ'IUALAN MTNUMAN BEFIIALKOHOL

Nornot :510/

1. Nama Perusahaan/Usaha

2. Alarnat PerusahiaanlUsahtt

3. Nama PemiliUPrrnanggunlflawab

4. Alamat Pemilik/F'enanggultgjawab

5. Nornor Pokok \ laiib Paial'r

6. Jenis Usaha

7. Golongan Minuntan Beralk:ohol

Yang dijual

8. Masa Berlaku IT1PMB

Telp.

Telp.

Menjual / Mengecer lv{inuman Beralkohol
Tidak diminum di tempaUdiminum di tempat *)

Gol. A*)

lzin Tempat Penjuartan Minuntan Beralkohol iniditerbitkan dengian ketentuan :

M,entaati peraturan d i Wilayalr Kabupaten Katingan'

1. lzin Tempat penjualan lrlirrunran Beralkohol ini berlaku untu],i menjual/mengecer Minuman

Beralkohot paoa'temfat yang telah rdicantumkan pada atamiirt perusahaan/usaha tersebut

diatas.

2. Menjuaumengecer minunran beralkohol yang telah ditempelkan lahrel Pemerintah

Kabupaten Katingan.

3. Menyampaikan liaporan penjualan minuman beralkohotsatu $<alidalam satu triwulan paling

lambat tb (seputuh) hari sgielah triwulan tersebut berakhir.

4. Menjamin mutu dan keaenlpurnaan minuman beralkoholyanrg diiual'

5. Sewaktu-waktu liin dibatallen/dicabut jika tidak memenuhi/mentaati segala ketentuan'

6. Perpanjangan iziin selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah rnasa berlaku berakhir'

7. Jika ada keberatan dari pitrak lain/unnum, perpanjangan izin I'idak diberikan'

Dikeluarklan di : Kasongan
padat:irnggal :..............,..

BUFATI I(ATINGAN'

Termbusan dbamPaikan kePa<la :

1. BupatiKatingan.
2. lnspektur KabupateLn Katingarn'

5. keiara Dinas Pendapatan Diaetah Kab' Katingan'

+. feiat" Badan Kesbanglinmars {i Pol'.PP'

5. Kebah Dinas Kesetratan Katlupraten Kating:tn'

6. Kepala Kepolisian Ftesort Katinllan'

( .,....................................)

I



Formulir Model MEi-4

BUPT\TI KATINGAN

Nomor :510 I

1. Nama Perusahaan/Usaha

2. Alamat PerusahaanlUsarhar

3. Nama PemiliUPernanggun(fawab

4. Alamat PemiliUF'enanggungjawab

5. Nomor Pokok \A/ajib Prajetk

6. Jenis Usaha

7. Golongan Minurnan Beralkohol

Yang didistribusi

8. Alamat Gudang

9. Masa Berlaku lzin samPaidengan

/ DAG I ...............1

Telp.

Telp.

: Distributor / Sub Distributor Minuman Beralkohol *)

: Gol. A.)

Dikeluarklan di : Katsongan
pada tanggal : ..',,............'

BUPATI I(ATINGAN'

(.. .... .. ... ..... ... .. .. .. .. .... .......')

10.lzin ini hanya berlaku dirrilayah hukttm Kabupaten Katingan'

Tembusan disamPaikrn kePadla :

1. BupatiKatingan.
2. lnsPektur KabuPaten Katingan'
5. k"iiur" Dinas Pendarpatan Daer'ah Kab' Katingan'

e. X"iut" Badan Kesbanglinmas 8' Pol'.PP'

5. Kepala Dinas Keselratan Kabupaten Katingan'

6. Kepala Kepolisian Resort Katinglan'



Formulir Model ME-5

KOF' PERUSAHAAN

Nomor
Lampiran
F'erihal

:
Laiporan Pelrdistribusian
Minuman Berralkohol.

,Jernis /Merk
iiinuman

Berralkohol

Kepada
K.epala Dinas Ferindustrian,
Frerdagangan KoPerasi dan
LIIMKM Kabupaten Katingan

Di-
Kasongan

Yth.

Triwulan

Tahun

Ketrerangan Umum

1. Nama Perusattaan

2. Alamat

3. Nama PimPinern/Penang(lung
Jawab Perusalhaan

4. hlomor dan Tanggal lzin

5. Jenis Perusahaan

ll. Pengadaan
JenisirMerk
Minuman

Berallkohol

lll.Penyaluran

No. Tuiuart
Penyaluretn *) ijl

1 2

Pengecer
1.

2.
3.
Dst.

is /Merk
numan

Kadar
Alkohot

(olol

Jumlah
Pengadaan/

Tahun)

Satuan (Botou
Kaleng

lsi (Botol/
Kaleng

3 4 5 6 7

* Penyaluran hanya kepadra pengecerr/ penjual langsung minum ditempat'
* penyaturan nanyi ;;irk pengicer/ pdnjubtyang mendapat lzin resmi'

Produsen
1. PT........
2. Dst.........

lmBortir
1. PT...........
2. Dst..........

Distributor
1. PT...........
2. Dst.........



Demikian Laporan ini kami buat dengt;an sebenarnya dan ap'abila tidak benar maka kami

bersedia menerimar sanksi sr3suai den$an ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

Kasongan,

PemiliUPenanggungjawab

"l

l
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